BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 32 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan
pengawasan organisasi masyarakat di Kabupaten
Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430), sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 32 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN,

:a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
tentang

1.

2.

. bahwa

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan
pengawasan organisasi masyarakat di Kabupaten
Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Terpadu;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan

Organisasi Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430), sebagimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

s

-

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

/ s‘jffili‘fs_‘i Negara Republik Indonesia Tahun 2017
/ ;::..oa ;39, Tambahan Lembaran Negara Republik
. fidonesia Nomor 6139);

/ 3. gndar}g‘UndBﬂg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Iemenn_tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembar.‘an Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5958); .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat,

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya -
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
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Selatan, Dokumen Pelaks
’ anaan Anggaran (DPA) pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. ( '

Kpputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal V1 Januari 2024
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